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Aspek dan Prinsip Pelaksanaan PEKPPP

Kerangka penilaian mencakup 6 aspek utama berbobot total 100%, didukung 6 prinsip agar evaluasi
pelayanan publik lebih objektif, transparan, dan berdampak.

6 Aspek Indikator Penilaian

O @ o @ © Q0 © Qg @ g @

Kebijakan Profesionalisme Sarana Konsultasi :
SIPP Inovasi
Pelayanan SDM Prasarana Pengaduan
Waktu_ Iayan_an, . Parkir, ruang Website, Apps, Media, SP4N Penciptaan Solusi,
kode etik, motivasi tunggu, toilet, . LAPOR!
SP, FKP, MP, SKM . pemutakhiran . Penguatan
& budaya front office & akuntabilitas & .
data . . Keberlanjutan
pelayanan sarpras khusus tindak lanjut

Prinsip Evaluasi: standar untuk memastikan hasil penilaian adil dan dapat ditindaklanjuti

Keadilan “  Partisipasi { Akuntabilitas @ Transparansi (cf gﬁf;ya & Aksesibilitas
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gl |. KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 5 Prinsip)

1 P % Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan s |
> e peraturan perundang - undangan yang berlaku. :
L )\
2 aP Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur s 1/
~ masyarakat.
3 Cox Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. 1 7.

Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar

4 a.K Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah s 17
ditindaklanjuti
\ A\ A\ A\ V.
5 ¢ x Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan |, s |~
‘ i - - penetapan , dan publikasi ). ‘ ' ‘
L\ A N\ A N\ A N\ o
L 6 JL a.B JL SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB JL s || J
X Jumlah media publikasi hasil SKM. 7
A | | P J J
8 a.Ak Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. 1 7.
9 Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan




PARATUR NEGARA
ORMASI BIROKAASI

1. a.Ak
Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku

Tidak tersedia Standar Pelayanan.

LIS (PR Setiap unit wajib Menyusun SP
1 Tersedia Standar Pelayanan namun tidak memenuhi 14 komponen. seluruhjenislayanan A P J y
yang telah sebagaipedoman
2  TersediaStandar Pelayananyang memenuhi14 komponen. ditetapkan oleh pegﬁlenggaraan pelayanan
L , publik.
3 Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan E;mglrr;?‘nlnstan&. A Aturanterkait SP dapat
penetapan. A e?aksanaan mengacu pada Peraturan
. . . P Menteri PANRB No 15 Tahun
Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen, melibatkan penyusunan/ 2014
4 masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan dan dilakukan peninjauan ulang SP. ' ,
A A Aturan pelibatan
penetapan. Terdiridariberita Katd
acara, foto, masyarakat dapat mengacu

Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen, melibatkan notulensi. daftar pada Peraturan Menteri
9 BU wirpasyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan hadir PANRB No 16 Tahun 2017.
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2.a.P
Proses penyusunan dan perubahan SPtelah melibatkan unsur masyarakat

0 Penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak Dokumen berupa UnsurMasyarakat yang perlu
terkait. A Undangan dilibatkan, diantaranya:
A BeritaAcarayang A Penggunalayanan
ditandangioleh peserta A Penyelenggaralayanan
Penyusunan SP telah melibatkan minimal 2 unsur masyarakat. kegiatan A Akademisi
A DaftarHadir A Organisasi Masyarakat Sipil
A Notulensi A MediaMassa
Penyusunan SP telah melibatkan minimal 4 unsur masyarakat. A Fotokegiatan A Komunitas Terkait
A LaporanFKP /Laporan A Dan lain lain sesuai kebutuhan
Kegiatan instansi.

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 1unsur masyarakat.

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 3 unsur masyarakat.

N NN =

5 Penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat.
Contoh Data Dukung:

BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
Lampian s FORUM KONSULTASI PUBLIK
Nomor - B-14074000PK 30072025
BADAN PUSAT STATISTIK Tanggal 11 Februari 2025 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
o B No 1. Kenar 5329 Tap (D801 3136063 - 121761 Fax. 0401) 422355
Homepage: Hap atra bps. g2 13 E-mat bpaT403G608 90 4 DAFTAR PESERTA EKSTERNAL BERITA ACARA
GROUP DISCUSSION (FGD) STANDAR PELAYANAN PUBLIK HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
Nomor  : B-138/74000VS 50012024 Kendar, 15 Jull 2024 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Sifat : Biasa No Nama Unit Kerja 89S Provins Sulawes Teaggara Tshun Anggaran 225
Lampiran : 2 (dua) halaman 3 o s t Pada harl ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah HoefTanggn: Raba 12 Febua 2635
Hal : Undangan FGD 1 dilaksanakan Focus Group Discussion Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Wi SR30EWEA
Standar Pelayanan Publik Z e a-;.m Ym‘ o Pusat Statistik Provinsi :ulmm Tenggara. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama : = Sais ‘ =
Informatia Prov menyatakan sebagai berikut: Instansi W Poran Tanda Tangan
Kepada Yang Terhomat o e, =
3 Ses Y Jangka Waktu .
(Dattar Surat Terlampir Uni. s ieo o | Suriany Tour Sults | 0B2UASHDUSE | Rmmpn Papat
i 4T Kooramator Program Siudl B Siatisiia™ | Aadermial 7 Penyelesaian L M v ntih fans |
Tempat e Univ. Haks Oleo T 1 | Badan pusat statistik kalau | Narasi pada Standar Pelayanan akan Februarl 2025  adedan s R d (314 F"' ‘: O~ 8341509110 Peerta
L] bisa dituliskan dalam disesuaikan
Dalam katkan kualitas biik sesual amanat Undar
lam upaya meningf itas pelayanan put ing- & [ Rahman Raul S KM, MKes =] T s 3 MUH Aain PPy - Prov. SuSTa| 853977659 11 2
Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pelayanan Publik, kami dengan ini 7| APL Febryant Husni S Farm v T 7 [ Apa perbedaan satstR | Publkasi Sulawesi Tenggars Gaam Anglka | Februani 2025 T ‘
mengundang Bapak/ibu untuk hadir dalam acara Focus Group Disscussion (FGD) & | Antara News. Vioca 2 sektoral, Satu Data memuat data umum sektoral maupun data »%,.\ L. b5 fay. GMha | 085231428307 Ryerfe
Standar Pelayanan yang ada di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 5 | Da Ardiansyah Wanassa T Indonesia dan Sulawesi | dari BPS datanya sumber dari OPD, s 1 A ) e
e 5 Sensus dan Survel yan I Mo leulaw D3 Gk, UHO| 89423026 fuen,
Hari, Tanggal : Selasa 30 Juli 2024 Avwa s woe
. . ' dilaksanakan oleh 8PS Provinsi Sulawes! Dr. Lilis laome St sfadishke OHO| o 2! 90721;-5 27 Peseri<
Waktu :08.30 - Selesal Tenggara
Tempat Aula Lantai IV BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Undang-Undang Statistik ada 3 jenis statistik, T| Dide Acdmevan WAslw s & 68T fitg 608 V«xm-
Kami sangat mengharapkan masukan dan review dari Bapak/lbu dalam upaya diantaranya statistik dasar, statistik sektoral
dan statistik khusus *| Aot Aaes Juyra | dd233287¢8 Liertn
perbaikan layanan kami. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Arizka Setviana, ATy e = Ty
glan Intuk saat ini, pelayanan pengunjung hanya ruari s Hﬂﬂ/‘l’u 4 b 2
SST (0812-1382-8509). saennaforasacans; il | mangpunlan A6 Zh 4 08rus7743Yy Feterin
Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima hanya PC atau ada juga | paliatn ek} b8 s e .
kasih. laptop? "
4 | Apakah tersedia jurnal pada | Kami tidak menyajikan jurnal, tetapi kami el &Alz\‘ﬂm - Q’(mnp o&)«g’;@” ¢ 1
” PST menyajikan publikasi Analisis Isu Terkini disini = b e =
PR. Kepala Baden Pusst Statisth menyajikan topik terkini tetapi tidak dalam r UHTL T 7 085256 30l00 xﬁmf"\‘ r
Provinal Sulawesl Tenggem bentuk jurnal |[ | Fesryans  He M Gackawals | obrassseen = ;
S [ Apakah 7S " B8PS, Triwulan 1 2025 |
data stunting? tetapi Bapak bisa mengisi incian kebutuhan
pada survey kebutuhan data_SKD_
6 | Bagaimana E? Triwlan 12025
rupiah, apakah kami ketentuan yang berlaku berdasarkan PNBP,
de b: untuk ) rupiah bisa digunakan
peneiit bisa menggunakan | oleh
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Tidak ada publikasi SP.

Tersedia publikasi SP hanya sebagian dari komponen service delivery baik pada
media cetak/non elektronik maupun media elektronik.

Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 atau lebih media
publikasinamun belum dipublikasikan pada SIPP Nasional.

Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 media publikasi
danpada SIPP Nasional.

Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 3 media publikasi
dan pada SIPP Nasional.

Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media
publikasi dan pada SIPP Nasional.

Contoh Data Dukung

Instagram

JR PELAYANAN MAS'
KECAMATAN CIMAHI SELATAN

.
20 — =3

Publikasi dapat dilakukan
pada berbagai media,
diantaranya:

A Media Cetak / Non
Elektronik (brosur,
majalah, papan)

A Media Elektronik (layar

A SP wajib dipublikasikan
pada media publikasi

A Publikasi dilakukan secara
berkala untuk memastikan
informasi tersampaikan
kepadapenggunalayanan

A Perlumemastikan

Q/;rgizggig keterhubungan SIPP
ﬁ Website Nasional. Diakses melalui

& Aplikasi Instansi gttps://smpn.menpan.go.|

A SIPP Nasional hs

o

Layanan Publik di DKI Jakarta

SIPPNCariYanlik


https://sippn.menpan.go.id/
https://sippn.menpan.go.id/
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Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. Dokumen
: L . . Peninjauan Ulang ,
1 Dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih terhadap seluruhjenis layanan. berupa: Standar Pelayanan tidak
' . selalu
2 Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih terhadap sebagianjenis layanan. i el _K.e.glat_an ditetapkan/perbarui
yang berisi: Berita
3 Dilakuk — | 2tah ebih had luruhienis | Acara Renc':ana setiap tahunnamun perlu
ilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih cepat terhadap seluruhjenis layanan. e aan dilakukan peninjauan atas
4 Dilakukan peninjauanulang 1tahun atau lebih cepat terhadap sebagian jenis layanan. Pelaksanaan relevansi SP terhadap

penyelenggaraan

NENEEMD LS pelayanan publik.

5 Dilakukan peninjauan ulang 1tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. A Notglgn proses
Contoh Data Dukung: peninjauan.

KEMENTERIAN DALAM NEGER!

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA I o DIREKTORAT JENDERAL -!MC\:‘:WWW DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA i TOR WILAYAK DIREKTORAT JEMDERAL B8 BALAI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA
BALAI TA ANTOR PENGARASAN W BEA DA e e
Kementerian Standar No Dokumen  : SPM 07
. @, X Perindustrian e oloysna Reves 13012025
Qg e oo Tangeal Efeatt - 13 Juni 2025

A Kompenan Skndar Pelayanan yang lerkail dergan proses penyampaian polayanan (service dedvery)

o [ Komponan | Ursian Ruview SPM
1. | Poreyarstan rmer iz
Syarat sectifikasi Tipo § persyaratan
1. Surat Permoncnan (dicetak melady SilNas Aka SN Wage) permchonan
2. Surat Pemyataan Kesesuaan | melamonkan Sertist /SO 9001, 150 | Apaksh wudsh
22000 atau laivrye i sersertikasi
3. Surat Pemyatsan Menerapkan CPPOB Minmal Livel 2
) Untuk lndustri Makanen dan Minumarn
Surat Pemyataan Keesarggupan Ttk Memasarkan Produ Ssbeum
SPPT SN Terat
%) Sertifikasi Awal / Perfuasan Ruang Lingkup
*) untuk SNI Walid
Fokmgn Swrtihat yorg prrrah darhoun
“) Optional
Akts Notans atau dokumen legaltas sejerm.
NPWIP Perusahasn | krporst
Sursfin st Merk Dagarg yarg mash berkeha, st Surst lin steu Surd
Pendatiaran erk Daging Kemenk.sm HAM / Tarda Pengenal Produsen
) ik movok musin dalam proses pendefiavan o Kemenkam HAM,
lampirkan Bersecia SPPT

Lporan

Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik =

pondattaran
Tahun 2025 9. Foiop perjanyian Isenal can pemitk mersk 3t folokaR! SUrat peSn
makicon

k) dari badan usaha fain

mum o

BIRO ORGANISASI, SOMA DAN HUKUM

Lampiran




5.a.K

Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan ,penetapan

, dan publikasi ).

Tidak tersedia Maklumat Pelayanan.

] Tersedia Maklumat Pelayanan namun belum ditetapkan.

5 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan namun isinya belum sesuai dengan
peraturan perundanganyang berlaku.

3 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan dan isinya telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

4 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik.

Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan
5 peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik dan

ektronik.
9YU amcod?cz O 2xk0 N

Kebijakan Layanan

2GISA semcnal FT0% o

Bl O'NAS DukCAML
N oo saman

@1;3

MAKLUMAT PELAYANAN

e *GISA
11 m———
uAﬁ.iiluf PELAYANAN

N w
PELAYANAN, NNM MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS. APABILA PELAYANAN TIDAKX
PELAYANAN,

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA BERKOMITMEN
MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Denpasar, 3 September 2025
Kepala Kantor

B VS e SO iy sesunl
PERATU ANGAN YANG BERLAKU.

| MADE ARYANA

‘ ‘f{i,f/.l.

ETtemnt: J%&-&i:rmil. ;
[

Maklumat Pelayanan

A Dokumen Maklumat

Pelayanan,
pelayanan
dilaksanakan secara
langsung maupun
digital.

A Publikasi Maklumat

Pelayanan pada
media publikasi
(Media Cetak, Media
Elektronik, dan
media lainnya).

=% dukcapilsleman

oQvY

st to like this

~¢t OeAlxieeto ¢ Uc U

Maklumat Pelayanan
berisi komitmen
pelayanan, standar
waktu, persyaratan,
dan mekanisme
keluhanpada
penyelenggaraan
pelayanan publik.




6.a.B

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Belum melaksanakan SKM.

Sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang
berlaku.

2 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang berlaku.

Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan

= pada media non-elektronik.

4 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan
pada media non-elektronik dan elektronik.

5 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan

pada medianon-elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM.
Contoh Data Dukung:

oW

LAPORAN SURVEI

TRIWULAN Il
TAHUN ANGGARAN 2025
T

Hiai unsur pelayanan masiog
perseps cibagi total jumiah s

Laporan Pelaksaaan

SKMyang meliputi:

A 9 UnsurPenilaian

(Persyaratan,

Prosedur, Waktu,

Biaya, Produk,
Kompetensi

Pelaksana, Perilaku,

Sarpras)

A RencanaTindak
Lanjut

A Tindak Lanjut.

SKMdilaksanakan

secaraberkala untuk

dapat memantau
secararealtime
feedback dari
penggunalayanan,
yang kemudian dapat
langsung
ditindaklanjuti.

s
KEPUASAN MASYARAKAT nsur | Pelayanan Unsur D.
Pelayanan
Detail
: Laporan = L e
p 1 | Kess A 040 .I -
SKM B Nilai
Unsur
& | Penanganan pengaduan 363 A 0,40
SKM 399
KM (SKM*25) 80,74

Ringkasan Nilai Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan
MNomor Unsur Pelayanan Indeks Nilai
u Persyaratan 396 99,03
uz Prosedur 395 98,70
U3 Waktu Pelayanan 39 98,05
us Biaya/Tarif 395 98,70
us Produk Layanan 395 98,70
1] Kompetensi Pelaksana 3.9 99,03
u? Perilaku Pelaksana % 99,03

us

Sarana dan Prasarana

395

98,70

)
GO
N = =]

O:

pppppppppppp
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Tidak dipublikasikan. Publikasi dapat dilakukan pada berbagai Publikasi dilakukan

: L , 0 secara berkala untuk

1 SKMdipublikasikan pada1(satu) media publikasi. media, diantaranya: menvamoaikan
A Media Cetak / Non Elektronik (brosur, K yd P

2 SKMdipublikasikan pada 2 (dua) media publikasi. majalah, papan) Iepa agerr:gguna

. o : . S A Media Elektronik (layar tv, monitor) ayanan banwa
3 SKMdipublikasikan pada 3 (tiga) media publikasi. Media Sosial penyelenggaraterus
4 SKMdipublikasikan pada 4 (empat) media publikasi ﬁWebsite SRR MU

Ipublikasikan p P 'a publikasl. & Aplikasi peningkatan layanan
5 SKMdipublikasikan pada lebih dari 4 (empat) media publikasilainnya. A SIPPNasional melaluisurvei

kepuasan.
Contoh Data Dukung:
& b > bangga f A ;
L -0l SerfKHLAK #&i‘gfg"' v Survei Kepuasan Masyarakat G20 ‘/’

e Penpawas Obal W Q9
dan Makanan

Survei Kepuasan Masyarakat

Triwulan IV Tahun 2022 Tahun 2021 su RVEI
Deputi Bidang Pelayanan Publik _
NILAI SKM o R - - S EPUAS AR MASYARAKAT
—_— ioii il KEPUASAN MASYARAKAT
serErosadly Periode Triwulan | Tahun 2025
& waktu L &
biaya —— SANGAT BAIK @ Pennganan S wakes 97 o 4
Saran dan 7>" Indeks Penyelesaian >
produk — Masulkan 3 [S)

Kepuasan

| petugas — Kategori Sangat Baik
perilaku petugas e — 89,80
sarana prasarana — San g at Ba|k_ F Biaya/Tarif 9r:’i'|:|°
Nilai G (88 31-100)
SURVEI ATAS 5 (LIMA) JENIS LAYANAN P Pelaksana — e
1. Layanan Konsultasi
2. Layanan Audiensi
3. Layanan Sosialisasi I

Produk
Kompetensi Spesiias Nilai
Pelaksana Jenis Layanan 89,45

*1500533 D pom.goid [J @bpom.official 7 @pom. i © @bpom ri EB Badan POM RI

| { 'y
@ @kempanrb @kemenpanrb  [www] www.menpan.go.id @ [ > ) Kementerian PANRB
.
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8.a.
Ak Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti

Tidak adarencanatindak lanjut SKM.

A Ruang lingkup SKM meliputi:
persyaratan, prosedur, waktu, produk
pelayanan, biaya, kompetensi, perilaku

1 Adarencana tindak lanjut tapi belum dilaksanakan.

2 Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan kurang dari 30%, dibuktikan denganlaporan Laporan

pelaksanaannya. pelaksanaan SKM dan  maklumat pelayananl serta
t pengelolaan pengaduan (merujuk pada
5 Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 30-80%, dibuktikan dengan laporan Br/::gana mf‘ir:(;‘:k peraturan Menteriyang berlaku).

pelaksanaannya lanjut dan laporan A Hasil SKM ditindaklanjuti sebagai acuan

i : - - : : : : : , baikan layanan.
Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan lebih dari 80%, dibuktikan dengan laporan  tindak lanjut. [T
& pelaksanaannya. ) Cara e gUsHhBERI8S& @D Qo o

— — ——  QP.JITT
006 4 4 08 HHNHAGR OF0

Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%, dibuktikan dengan laporan

|/ .
Lampiran 1
HASIL TINDAK LAI Matriks Ringkasan Pemantauan Rencana AKTindak Lanjut atas Hasl Survel
LAPORAN MONITORING Kepuasan Masyarakat Semester | Tahun 2025
DAN EVALUASI TINDAK LANJUT Hasi v hepan syt
periode. EEGEONRRE) wenR No Unit Pelayanan Jumiah | Status Close Tindak
R p——— | Farcaa | Larpwd__ Destrips: Tk
wl by Laniut (Mohon
Tane 1. inghas . N I by . . i tenan |
o Gerai ocsas T | Ao L T 0 o

§ R ) [ jut (Sudah/Belum) ooty egiatan

z B 5 0% pri i

3 3 ® T00% dihadapi)

~
o ~ -

T o P R ‘ Py — NIJG G ¢
Pelayanan Obat. Narkotka, Pskotiopk, . - . o
dan Prekursor R k 1.2 (Nama Kegiatan) - ’

5 Orekrar Pongawn s W | 5|6 Ta0% Ingkasan NRUHC t
dan Ekspor Impor Obal Narkotka, . 1.3 (Nama Kegiatan) .
Pakotopka, Proursor,dan 22t Adk Tindak ~ U

& [ Orerorat Standardsasr Obat Tradwonal| T e 2 2.1 {Nama Kegiatan) X C c GI
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik -

7 Ovavioat Regsias Obst Tradworal |3 o Lanjut 2.2 (Nama Kegiatan)
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

5 | Drekiorat Pergewasan Obal Traduional| 3 3 T00% 2.3 (Nama Kegiatan)
jan Suplemen Kesehatan

& Greroral Pengawasan Kosmetk 3 3| Toom

70| Dreoral Pambardayasn Wassyararat dan |3 T 0%
Pelaku Usaha Obat Tradisional. Suplemen
Kesenaton, dan Kosmatik

T Drekiort Siandaraas Pargan O 3 ER

7 Regavas Pangan Oan 3 T T00%

3 Pengawasan Produksi Pangan| 8 | 3 100%

4 | Droviorat Pangawasan Peredaran Pangan| 13| 10| 7662%
Olsnan
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

9.a.
Ak Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan

Rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti. Laporan Pelaksaaan

SKMyang meliputi: :
o A Kecepatan tindak
A 9 UnsurPenilaian lanjut diukur dari

Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 9 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. (Persyaratan, selisih waktu terbit

Prosedur, Waktu, laporan tindak lanjut
Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya é bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Biaya, Produk, P )
K . denganlaporan SKM.
ompetensi .
, A Kecepatan tindak
Pelaksana, Perilaku, lanjut hasil SKM guna
Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Sarpras) Fralisan kerren

A RencanaTindak
Coétoh Data Dukung Lanjut melaksanakan SKM.

A Tindak Lanjut.

=
W AV Asisten Deputi

LAPORAN MONITORING P & x 2 Pemberdayaan
DAN EVALUASI TINDAK LANJUT Lampiran 2 Pembuatan Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM podb  TAY  Partisipasi Publik

1 Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1tahun setelah laporan SKM diterbitkan.

A NN

Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 3 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.

Matriks Rincian Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi/Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester | Tahun 2025

Per Unit Pelayanan Publik Nomer Nilai Unsur Pelayanan

A. UPP Pusat Responden UL U2 U3 Us US UB U7 UB U Rencana tindak lanjut perbaikan dapat
diambil berdasarkan analisis kuantitatif dan

q Timeline Status IKM per unsur 26 33 4 3 33 4 4 4 23 4t : :
No UPP Pusat Rencana Aksi o | Ee e P kualitatif yang. Rencana tindak lanjut
Mutu kinerja C B A C B A A A D ivi
1 |Direktorat Standardisasi 1 [Memperbarui Frequently Asked Questions (FAQ) pada subsite SISOBAT, serta 31-Dec-2024 | Close AN boleh dalam level aktivitas
Obat, Narkotika, P FAQ terkini
Prekursor, dan Zat Adikt 1KM Total 85,25 ( Baik)
2 [Membuat ar nmempelb arui database hasil konsultasi sebaga referensi untuk 31-Dec-2024|Close
awaben konsult ‘
3 Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat 31-Dec-2024|Close
Standardisasi ONPPZA Waktu Penanggung jawab
[P dteivan pemeran bros asukan Forum Konsultasi | 31-Dec-2024| Ciose. No | Prioritas Unsur Program / Kegiatan ETRETTRETREY,
Publk pada Gedung Pelayenan P blk'l arpodis BPOM (Gedung Atharia BPOM
Lantai 1) dan media sosial 1 |U9:Sarana P Rapat koordinasi i untuk
5 dengan Torkait Sistom pada subsit 31-Dec-2024|Clooe pengadaan sarana dan prasarana v
SISOBAT
6 |Berkoordinasi dengan Pusat Data dan In hmas Obat dan Makanan untuk 31-Dec-2024 | Close Pengusulan anggaran v
pongombangan SISOBAT sccara berkelan
7 [Rapat Pengembangan SISOBAT dengan fim Pengembang 31-D90.2024|Closs 2 |U1:Persyaratan Ez;\:m Konsultasi Publik Tindak Lanjut Hasil v




Aspek Profesionalisme SDM

28 Il. PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 3 Prinsip)
10 b As Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan 10.0%
pengguna layanan .
N\ A N\ N N -
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana R
s s b.K dan/ atau Budaya Pelayanan di lingkungan 20,0% R
q A ~_instansi . A Y
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk
12 b.Ak menjaga dan meningkatkan motivasi kerja 20,0%
Pelaksana pelayanan.
o A AN AN v

. L b K LTersedlg Kriteria pemberlgn penghargaan bagi L 20.0%
pegawai yang berprestasi .
y y y

| Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya

30,0%
pelayanan




10.b.As
Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan

Tidak memiliki kebijakan jam  Setiap unsur
pelayanan/kerja. perluadanya Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupaunsur:
: Memiliki kebijakan pelayanan/kera. Sata dukung 1. Memiliki kebijakan pelayana_n/kgna berupa jam surat keputusan,
erupa peraturanyang berlaku, dan sejenisnya.
Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja A Surat, 2. Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan
2 dan1unsurlainnya. A Notadinas, secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi layanan
. . o . A Memo, kepada masyarakat.
z  Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja  x Surat Tugas 3. Penambahanwaktulayanan diluar jam pelayananyang sudah ditentukan
dan 2 unsurlainnya. dan bukti (masih di harikerja).
Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja formallainnya 4. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi
4 dan 4 unsur lainnya. yang tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan).
. : o . mendukung 5. Penambahanwaktulayanan diluar harikerjanamun secara rutin.
Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja pelaksanaan 6. Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan
5  dan4ataulebihunsurlainnya. pelayanan. pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi

Contoh Data Dukung:

o PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
[¢ ) - —— DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN STPIL

o . 36, o
ROy il Al Lo A

PEREKAMAN }
KTP ELEKTRONIK (7 Rl




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

11.b.K
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.

Tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. Dokumen

penetapan Kode

Etik dan Perilaku

yang ditandatangi Aturan kode etik dan
Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak olehKepala Unit kode perilaku Aparatur

Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan hanya meliputi nilai dasar hak
dan kewajiban.

2 kewajiban dan1(satu)unsurlainnya. atau Pimpinan Sipil Negara (ASN) di
Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan Instan.S|.Terd|r|dar| Iglonesie . merupakan
2 kewajiban dan 2 (dua)unsurlainnya unsur. SECOIIEN S, UiEheh
' A Hakdan laku, dan perbuatan ASN,
4 Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan Kewajiban baik dalam melaksanakan
kewajiban dan 3 (tiga) unsurlainnya. A Larangan KKN tugas kedinasan maupun
Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan A If)?srizgw?:asi g::iam AOIENTEER SEEl-
kewajiban dan 4 (empat)unsurlainnya . '
5 R Sanksi
O o KRS BAN PECRTATA s harg

Contoh Data Dukung:




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

s X' X DAN REFORMASI BIROKAAS!
- ’ ; L 1 = 3 I | 3 | T | “ = 3 ¢« 4 L 4 4 [ (X 4
Tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasikerja. Surat atau keputusan kegiatan peningkatan motivasi,
1 Tersedialjenis mekanisme peningkatan motivasikerja SR bgntuk SRRINElEE Data dukungyang
A Pemberian penghargaan disamoaikan tidak
2 Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja A Pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat han azokumentasi
A Pengembangan kapasitas melalui kesempatan q ly b Kf
3  Tersedia3jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja mengikuti beasiswa n:nawumn deonl:Llljme%t?c,)rmal
4 Tersedia4jenis mekanisme peningkatan motivasikerja A Programkonseling pegawao seperti Surat
. . - _ . A Programtim/capacity building Keoutusan. dll
5  lersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan z Mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi P B

motivasikerja kerja pegawai sesuai kebutuhaninstansi/

Contoh Data Dukung:

§
s IGAN REPUBLIK INDONESIA g:f ;
REPUBLIK e DIRE NDERAL BEA DAN CUKAI "4
IREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI it e
i/ t va

sy ol
| LB | waoR wLAYALN DIREITORAT JENDERAL BEA DAN A BALL NUSA

TENGH BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN ANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN & DENPASAR

PEDOMAN
ONLINE ASSESSMENT CENTER
UNTUK PESERTA (ASSESSEE)

u
i Bea dan Cukal Tipe Madya

Hal Pernbinaan Mental Pegat TMP A Denpasar
o T

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SemantikBPPK

Selamat Datangl

Di Aplikasi Pe Beasiswa sdiklat Kepemimpinan Ma

Update Profil fad Registrasi Program Beasiswa fad Cetak Bukti Registrasi

Dirvktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kemaentarian Keuangan RI




13.b.K

Tersedia kriteria pemberian

penghargaan

bagi pegawai

yang berprestasi

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

Tidak ada pemberian penghargaan.

kinerja.

2 Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-5 unsur kecuali

kinerja.

kinerja.

4

kinerja.

C%ntoh Raa BefBérian penghargaan berdasarkan 5-6 unsur termasuk

kinaria

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : J. Prabu Geusan Ulun No. 38 Tip. (0261) 201811
1d E-mail

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA, TATA CARA SERTA PENANGGUNGJAWAB
PADA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang  :

Mengingat

e

KABUPATEN SUMEDANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat dan motivasi pegawai, perlu
melaksanakan pemberian penghargaan  (reward)
kepada pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

bahwa untuk pelaksanakan pemberian penghargaan
kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil perlu ditetapkan Kriteria, Tata Cara serta

Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward
dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b periu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tentang Kriteria, Tata Cara serta
Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward
di Linglungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Penetapan
Keputusan

Ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan 1-2 unsur kecuali

Ada pemberian penghargaan berdasarkan 1-2 unsur termasuk

Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-4 unsur termasuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

penghargaan:

A Kinerja: SKP
A Kehadiran

A Kerjasama

A Inovatif/kreatif

A Penampilan

Penghargaan Kepada Pegawai Di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Kriteria Pemberian Penghargaan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah:
. Kinerja, bobot 30%;

Absensi, bobot 15%;

Perilaku Kerja, bobot 10%;
Pengaduan/Komplain, bobot 10%;
Hasil Rapat Tim Komite Etika 30%

0 s e

: Penghitungan penilaian indikator sebagaimana tersebut

diatas, sebagai berikut:
1. Kinerja berdasarkan rekapitulasi laporan kinerja

harian;

©

Absensi berdasarkan rekapitulasi absensi;
Berdasarkan Penilai Perilaku dari atasan dan rekan

w

sejawat;

4. Peng: diperoleh dari
5. Rapat Tim Komite Etika dilaksanakan setelah

diperaleh rekapitulasi semua indikator.

untuk Kriteria

Penilaian sebagai berikut

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
Rekapitulasi Absensi dan Laporan Kinerja Harian;
Pejabat  Struktural Dinas Kependudukan dan

©

Pencatatan Sipil untuk penilaian perilaku;

Pejabat pengelola pengaduan untuk rekapitulasi

pengaduan masyarakat.

Pegawai yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai
Pegawai Teladan setiap bulannya dan diberikan
penghargaan berupa sertifikat dan bingkisan/hadiah

untuk 2 (dua) orang,

Surat atau keputusan terkait kriteria pemberian

A Tidak pernah menerimakomplain dari

pengguna layananyang bersifat personal.

A Kriterialainnya.

Kriteria dan
Bobot

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 369 TAHUN 2023

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Data dukung yang
disampaikantidak
hanya dokumentasi
dalam bentuk foto,
namun dokumen
formal sepertiSurat,
Keputusan, dll.

KABUPATEN SUMEDANG
JABATAN
NO JABATAN DALAM TIM KET
 § Sekretaris Ketua Tim
2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaris
Pembentukan
3 | penduduk Anggota T i
4 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
5 i K dan Anggota
Data
6 |Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggota
Keuangan




14.b.K

Tersedia pelaksana yang menerapkan

budaya pelayanan

ppppppppp
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PAN AEFORMAS! BIROKRAS!

Tidak menerapkan budaya layanan.

Pelaksana

pelayanan.

Pelaksana

pelayanan.

Pelaksana

pelayanan.

Pelaksana

Corﬁoh Dpelayanarn;

Pelaksana

pelayanan.

| Hari SENIN

pelayanan menerapkan 1 (satu) unsur budaya
pelayanan menerapkan 2 (dua) unsur budaya

pelayanan menerapkan 3 (tiga) unsur budaya

pelayanan menerapkan 4 (empat) unsur budaya

pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur budaya

Ketent Baju Serag

Dokumentasi penerapan budaya pelayanan dengan

unsur:
A Seragam
A ldentitasnama

A PIN/atribut/logo unit pelayanan

A Aturanpenerapan5S

A Nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk

slogan, motto, maskot, dan sebagainya.

Petugas Pelay Publik BBPOM Manado Tatap

~

Seragam

Wanita Pria

Seragam Biru Navy, | Seragam Biru Navy,

9 g rompi

Seragam Coklat Khaki Seragam Cokiat Khaki

Seragam Atasan Putih dan | Seragam Atasan Putih dan
bawahan coklat khaki bawahan cokiat khaki

Batik Bebas/Batik BPOM Batik Bebas/Batk BPOM

Batik Bebas Batik Bebas

untuk

pihak ketiga (; ing )

publik dan k

10 b mevan

" PELAYANAN PRIMA
BIRO ADVOKASI

1] Senyum
arpav ndar rravalsd rrereby
1365300 2070 Jevarge

A Salam
AT S
st L
A

£l Sapa

Mermere baer bomara derepen
AP 350 190 Tats 1ebagn
Darmus afvrvasi posiny

[4 Sopan

Felaperiparapavangs
beger h,-msm)-m...
PorTRat 200 genghargen

[ Santun

Data dukung dapat
disertai Keputusan/
Surat/NotaDinas

penggunaan seragam.




Aspek Sarana Prasarana Yo panrb

Bobot Perhitungan

. Sarana Prasarana (6 indikator, 3 Prinsip)

15 cK Tersedia tempat parkir de_ngan fasilitas 15%
pendukung yang memadai
A AL AL AL —
16 CAS Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan 2304
pelengkap.
A < N < N < N /
17 CAS Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang 20%
layak pakai.
N N N\ N\ 4
18 oK Tersedia sarana prasarana bagi pengguna 20%
layanan kelompok rentan .
\ V€ V€ V€ Y.
L 19 L c.As LTersedia sarana prasarana penunjang. L 11%
) ) ) )
20 cB Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit 11%

layanan.




15.c.K

Tersedia tempat

parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai

A NN

Tidak tersediatempat parkir

Tersediatempat parkirdan memiliki1 fasilitas parkir.
Tersediatempat parkirdan memiliki 2 fasilitas parkir.

Tersediatempat parkirdan memiliki 3 fasilitas parkir.
Tersediatempat parkirdan memiliki 4 fasilitas parkir.

Tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih
fasilitas parkir.

Contoh Data Dukung:

Pakir Roda Dua dan Kanopi

N —

Pakir RodaEmpat

Dokumentasi Fasilitas Parkir dengan detail:

A Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas
antara kendaraanroda 2 dan 4 yang diberikan marka.

A Petugas parkir: terdapat petugas yang berjaga diarea parkir.

A Pemeriksaan karcis/kartu parkir: setiap pengunjung diberikan kartu/karcis
sebagai bukti kepemilikan kendaran yang digunakan.

A CCTV: lokasi parkir dilengkapi dengan CCTV yang aktif dan dipantau melalui
monitor.

A Penitipanjaket/helm.

A Pelindung (Kanopi/atap bahan lain).

A Drive Thru dan/atau fasilitas tambahan

Petugasdan Tiket



16.c.As
Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap

O Tidak tersediafasilitas apapun. Dokumentasi Foto Fasilitas Ruang Tunggu:

1 Tersediafasilitas wajib. Fasilitas wajib 1. Kursi tunggu; 2. Pendingin/sirkulasi ruangan: terdapat pendingin ruangan yang berupa

AC/Kkipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik.
5 Tersedia fasilitas wajib dan 1

fasilitas pelengkap. Fasilitas Penunjang 1. Mesin antrian dilengkapi monitor: terdapat monitor/layar atau keterangan yang
Tersedia fasilitas wajib dan 2 menjelaskan nomor antrian yang sedang dilayani. 2. Televisi: ruang tunggu dilengkapi televisi yang menyala
3 fasilitas pelengkap sebagai bentuk fasilitas bagi pengguna layanan yang sedang menunggu antrian. 3. Bahan bacaan: terdapat

bahan bacaan yang dapat digunakan pengguna layanan seperti majalah, koran, buku, dll. 4. Pengisi daya baterai
4 Tersedia fasilitas wajib dan 3 alat komunikasi/charger booth: terdapat sumber listrik yang dapat digunakan pengguna layanan untuk

fasilitas pelengkap melakukan pengisian daya alat komunikasi 5. Hotspot/wifi: terdapat hotspot/wifi yang aktif dan dapat
. Tersedia fasilitas wajib dan 4 Sigunakan oleh Fl)eng7gIL_1|n|a rI.'ayl/lan.an. 6. Air minur(;w: lijiseiiakan air minum bagi pengguna layanan baik berupa
atau lebih fasilitas pelengkap. emasan atau galon. 7. Hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu.

Contoh Data Dukung:




